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IGtuaDPRD: Jadikan Motivasi untuk
T*$*tl*" Pengdolaan lGtrangan Daerah

EMERIN'I'AtI Provlilst lremprovJ
Sumatra Barat (SumbiLr) l:erhasil
nrempertahankan upini \Va.iat' TauLra
Penger:ualilr r (!V'fP) atr{s pr:inerilrsaan
BPK Rl telhar"llp Lapor';in Lieuangan& brrl r(r reil}*iGil.p Liipol'an lieuangan

Femerintah Daerah (I.KilD) Provinsi Sjuurbar tahun
,-}i)21.

Lapotan Flasil Pemeriksaan
(LHP) BPK RI atas LI{PI)
Pemprov Sumbat tahun 2021
tersebut diserahkan oleh staf a.lili
BPK RI Penvakilan Sunrbrr,
Novian Herodrvijanto l<epada
Iterua DPRD Sumbat, Suparcli
dan Gubernur Sumbar, l\4al-r-
yeldi Ansharullah, saat rapat
paripurna di gedung DPRQ
Jumat (2015).

Berangkat dari pencapai:rn
tersebut, Kerua DPRD Sumbar'
Supardi meminta Pemprov
menjadikan torehan opini \{TP
sebanyak 10 kali betturut-turut
tersebut, sebagai motivasi untuk
rneningkatkan pengelolaan
keuangan daerah yang lebih
berkualitas.

Ia n-rengatakan, mengapre-
siasi pemlaian BPK atas LI{PI)
tahun2021 tersebut.

"Ini tentunya mcrupakrn
prestasi yang sangat luar bias,i
dati pemcrintah daerah bersa-
nla jajarannya," kata Supardi.

I)ia mernaparkan bagai-
mana perjal:nan panjang penge-
Iolaan keuangan daerah yang
mendapatkan Disclairner pada
tahun 2011. Upaya petbaikan
tata kelola keuangan daerah
menunjukkan kenarlan menj adi
\fajar Dengan Pengecualian
(\\{DP) pada tahun 2012, dan
naik menjadi WTP sejak tahun
2013 sampai sekatang.

Supar<li mcngakui. prnit-
riksaan lang dilakukan olch
tsPI( telah memberikan dam
pak positif terhadap perb:i*an
kine4a pengelolean keuangln
daetah. MesLi demikian, ia
mengingatkan bahrva masih
cuLup banyak kelemahan yang
harus dibenahi.

t(Ini tentunya memberikan
sinyal kepada pemerintah daetah
tintuk secara tefus menerus
meningkatkan kualitas clalam
pengelolaan keuangan daerah,"

trI r'r. tl

".:$,{,;

ularnya.
Semcntara itu Staff ahli

Perwal<rlarr llPK RI Sumatera
Berat Novian HerodwijanLo
menvampaikan, BPi( mem-
berikan opini WTP dengan
penekanan lzebetapa hal atas
IJTPD Pemprov Sumbar tahun
2021.

''Br't'drsrrk.rn p( mcriksaan
yang tclah rlrlakukan BPK eras
LI(PD Sumbat tahun 201t
termasuk implementast atas
rencana aksi rang telah dilak-
sanakan naka BPI( mem-
berikan opini Wajar Tanpa
PengeCua-lian den!4an penekanan
bcllerana hrrl," karanya.

I)ia nien,jelaskan dalam
rangkn meningkatkan peran
RPK :rtas pcngclolaarr dan
tanggrrng irl\vrl) k(uxngxn ne-
gata, IIPK terus berupaya agar
laporan hasrl pemeriksaan yang
disampaikan dapat memberjl<an
manfaa t scbcsar-besarnya bagi
para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut dia menyam-
paikan, clalam pemetiksaan
iaporan keuangan tahun ini,

GUBERNUR Sumoar, Mahyeldi, stafahii BPK Ri PeNakiian SumbaI Gubernur, p;mpinan DPRD, dan staf ahli BPK Ri Petuakilan Sumbar,
Novlan He:odwijanto, dan Ketua DPRD Sumbat SuparCi saat rapat Noviail Herodwijanto be:.'oto be.sana usa: peryeiahan LHp atls
pariputFa Fenyeraharl LHP ePK LKPD Tahun 2021 \

BPI( secara betsanaan melaku-
kan pemeriksaan kinerja atas
upay.r pcn u nggulangan kemiski-
nan tahun angga ran 2l)21..

Pcmeriksaan kinerja ini,
berqjuan untuk mengawal salah
satu program Prioritas Nasional
ke-3, yang bettujuan untuk
peogentasan kemiskinan.

l)ia mengatakan, BPI(
mengapresiasi upaya Pemprov
dalan-r penangg:langan kemis-
kinan, nernun demilrian BPK
mcnemukan beberapa pet-
ma:alehan yang harus rliperbaiki

ke depan. Anara iain Pcmprov
tidak mcmbcntuk Tim l(oor-
dinasi Pcnanggulantan ii errrs-
kinan (II{PK). Pelaksanaan
kegiatan penyedraan beni h/bibu
dan hijauan pakan ternak yang
sumbemya dan daerah provrrsi
lain pada dinas peternakan dan
kesehatan hewan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan
belum sep.nuhnya repat h?sil.
Kcmudian Pcrnprnv Sumbrr
belum sepenuhnt a mendor6ng
masyarakat misl<in untuk sccata
kelompok mernanfaatkan afau

TIM darj BPK Ferwakilan Sumbar bersama Gubernur lMahyeldi, dan Ketua DPRD Sumbar, Supardi
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mengembangkan aset produktif
secara berkelanjutan.

Gubemur Sumbar Mahveldi
Ansarullah mengucapkan tt*n
kasihkepada Bpk RI yang telah
memberi kan p enghaigaa"n da_
Iam bennrk pr.a*ai Opini VIfn
yang. diperoleh dari 

-pemerik_

saan lapotan keuanqan Tah u n
Anggaran 2021 y an{ dtakukan
secara independen, oblekti f, dan
pfoteslonal.

Gubernur iuga mensucan_
kan terima kasiE aras fir.r'i,
selumh ASN Pemprov Sumbar
yang telah bekerla maksimal
membenlan pelayanan kepada
masyarakar, begiru juga dilam
mengelola dai melfporkan
penggunaan keuangan d aerah.

"Kita patut beriyukur, atas
prestasi terringgi di bidang
pengelolaan k6riansan vrrro
diberiftan c,leh BpI( pl1, Arirunl
kita berhasil pertahani<an laai
unruk kesepuluh katinva bernrruT-
rurut dari tahun 20'12 samoai
rah un .2021," ungkapnya bangga.

t-lt samprng itu gubernur
memerintahkan baqJ seluruh
kepala OPD di lingiup pem-
prov Sumbar unruk- ryinjalan_
lian tr€asnya secara optimal, dnn
selalu berpedoman kepada
Ketentuan peraruran perundang_
undangan yang bedaku.

"Segera la[sanakan tindak

lanjut temuan, pada kesempatan
pertama melalui koordinasi
dengan Inspektorat provinsi
dan harus runtas paling lama
enam puluh hari ie dEpan,',
R tztrya,

Ia kembali menesaskan-
kepada seluruh staff 6pD di
Iingkup Pemprov Sumb4r agar
me rev lew c atatan_ catat an v an r
diberikan oleh BpK RI:S.:
hhggu unruk tahun yang akan
clatang, catatan-catatan tefsebut
dapat dimLnimalisir.

'Jika nanti masih ditemukan
beberapa catatan-catatan. sava
tegaskan segera melaksanakan
tindak lanjut temuan, pada
Kesempatan pertama, melalui
koordinasi dehgan Inipektorat
Provinsi, dan harus tuntas oalino
lamalima puluh hari.', kitunui.
' lX/alaupunpeluanprrya ada en jm
puluh hari,' tulang 

Gubernur.
Menurut Gubernur hal itu

dilakukan demi menuntaskan
ca.tatan-catAnn y^ng belum
selesai di tahun-ta6r.rn iebelum-
nya. Gubernur berharap hal
I?p"1al hasil keuangan ini'dapat
dilakukan re.uru" turrggrih-
sungguh dan serius, men"dnsat
manfaat LHP ini 

"ntok 
ir.ir-

b4ntu fungsi pengawasan, fung-
sl penganggaran, dan meninf_
Kartan 

. 
pertanggun g iawab an

pengelolaan keuangan daerah. (x)


